
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.136, 2014 BAPPENAS. Prosedur Kegiatan. Pinjaman Luar 
Negeri. Hibah. Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG 
MEKANISME PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SERTA 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN 
PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH 

DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga akuntabilitas 
pemanfaatan pinjaman luar negeri dan hibah telah 
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar 
Negeri dan Penerimaan Hibah, dan Peraturan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan 
Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Luar 
Negeri dan Hibah; 
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b. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan 
perundang-undangan  sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu mengganti Peraturan Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Mekanisme dan Prosedur di Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Proses 
Penyiapan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang 
Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional tentang Mekanisme 
Penyusunan Dokumen Perencanaan serta  
Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan 
Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesian Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
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Nasional Nomor.PER.005/M.PPN/10/2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012; 

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, 
Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari 
Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG MEKANISME 
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SERTA 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN 
KEGIATAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH DI 
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
NASIONAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut 
Kementerian PPN/Bappenas, adalah Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan 
pembangunan nasional. 

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut 
Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
di bidang perencanaan pembangunan nasional. 

3. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian, adalah 
unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan 
administrasi Kementerian PPN/Bappenas. 
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4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut 
Deputi Pendanaan, adalah unsur pembantu Menteri di dalam 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana 
pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan. 

5. Deputi adalah unsur pembantu Menteri yang terlibat dalam 
perencanaan, penilaian, pemantauan dan evaluasi pinjaman luar 
negeri dan hibah pada pembangunan nasional sesuai dengan bidang 
yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. 

6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian/lembaga. 

7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. 

8. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang keuangan negara. 

9. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang 
diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat 
oleh surat perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga 
negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 

10. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan 
untuk membiayai kegiatan tertentu. 

11. Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya 
disingkat RPPLN, adalah dokumen yang memuat indikasi kebutuhan 
dan rencana penggunaan Pinjaman Luar Negeri dalam jangka 
menengah. 

12. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah, yang 
selanjutnya disingkat DRPLN-JM adalah daftar rencana kegiatan yang 
layak dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri untuk periode jangka 
menengah. 

13. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya 
disingkat DRPPLN, adalah daftar rencana kegiatan yang telah memiliki 
indikasi pendanaan dan siap dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri 
untuk periode jangka tahunan. 

14. Daftar Kegiatan adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum 
dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau 
dirundingkan dengan calon pemberi Pinjaman Luar Negeri. 

15. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap 
penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, 
rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari 
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pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari 
dalam negeri atau luar negeri. 

16. Rencana Pemanfaatan Hibah, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah 
dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan pemanfaatan 
hibah jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan 
nasional. 

17. Daftar Rencana Kegiatan Hibah, yang selanjutnya disingkat DRKH, 
adalah daftar rencana kegiatan tahunan yang layak dibiayai dengan 
hibah dan telah mendapatkan indikasi pendanaan dari calon pemberi 
hibah. 

18. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara 
berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan 
suatu kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan 
merumuskan tindak lanjut yang diperlukan. 

19. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan adalah kegiatan yang secara 
sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk 
menilai pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga 
akuntabilitas dan meningkatkan koordinasi di Kementerian 
PPN/Bappenas dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan 
serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman 
Luar Negeri dan Hibah. 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan untuk: 
a. meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan Pinjaman 

Luar Negeri dan Hibah; 

b. meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 
Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; dan 

c. meningkatkan efektifitas penggunaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Hibah. 

Pasal 4 

Penyusunan dokumen perencanaan serta Pemantauan dan Evaluasi 
Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah wajib 
dilaksanakan secara: 
a. taat pada aturan; 
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